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Pengur angan/Penghanysan saRlsRndBuiFEaS

No. SK :

Per syar atan

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Produk Hukum;
2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

3. Mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak
menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

4. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; e. Surat permohonan
ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Waijib
Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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1. Pasal 5 (1) Wajib Pajak da@piyaaEREajaR PeBEHrABSBA M @HRETENapuUsan sanksi administrasi yang

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya
dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut: a. tidak diajukan keberatan; b. diajukan
keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan
pencabutan Wajib Pajak tersebut; c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; d. tidak
diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; e. diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan
pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; g. diajukan
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau h. diajukan permohonan
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak. (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak
tersebut: a. tidak diajukan keberatan; b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan
Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut; c. diajukan
keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; e. diajukan
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan
surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau h. diajukan
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak. (4) Selain memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢; atau b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam

nformasi Pagain2rmyplf o) tétapi dicatinpnabe PR obidRaiakd U(B) PEr e Rortan pebistsr shigdisiatat erghapusamn asli.

sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
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Waktu Penyelesaian Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

6 Bulan

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan
Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200
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